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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 
NOMOR  4 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
BANGUNAN GEDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJAR, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pelayanan, penataan, pengawasan, 

dan penertiban kegiatan fisik dan administrasi 
penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten 
Banjar, Pemerintah Daerah perlu mengatur kembali 

tentang penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah 
Kabupaten Banjar; 

b. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten  Banjar 
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Bangunan dinilai 
sudah tidak dapat lagi mengakomodir segala pengaturan 

yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3670); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);  

11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya.  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5168) ; 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha Jasa Konstruksi dan Peran Serta Masyarakat 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah 4 Nomor Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi 
dan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5092); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3956) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas   Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
95); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3957); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan 

Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan; 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan 
Bangunan; 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi; 
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24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 

2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 

2003 Nomor 03 Seri E Nomor Seri 02, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 

2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran 
Daerah kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
18); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 
Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Nomor 04); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
06); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANJAR 

dan 
BUPATI BANJAR 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :       PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar. 

3. Bupati adalah Bupati Banjar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Banjar. 
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5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan 
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan 

khusus. 

6. Fungsi bangunan gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan 
gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 

kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus. 

7. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung 
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan 

teknisnya. 

8. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung 

beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 

9. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian 
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan 

sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 

10. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan 

bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan 
bangunan gedung dan lingkungannya tersebut sesuai dengan aslinya atau 
sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. 

11. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau 
sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau 
prasarana dan sarananya. 

12. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan 

gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau 
mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
teknis yang berlaku. 

13. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah 

selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi 
berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai 
syarat untuk dapat dimanfaatkan. 

14. Persetujuan teknis bongkar adalah persetujuan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung atas perencana teknis 
untuk membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan 

gedung. 

15. Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait 

dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan 
pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis 
dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan 

dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu 
yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan 

dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 

16. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung 
yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan 

persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, 
pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung. 

17. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, 

yang mengajukan permohonan IMB, SLF, Bukti kepemilikan bangunan 
gedung dan/atau Persetujuan teknis bongkar bangunan gedung. 

 


